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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk
penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi
urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan
bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-
2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan
sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Kecamatan Bangsalsari. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas
dan fungsi Kecamatan Bangsalsari. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan
melalui koordinasi antara Kecamatan Bangsalsari dengan BAPPEDA dan
pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan
Bangsalsari Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana
pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya
diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Bangsalsari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen
Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian



dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari.

Jember, 15 November 2022
CAMAT BANGSALSARI

Penata Tk.I

NIP. 196706241988031002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam
Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Renstra  Perubahan  Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang berlandaskan pada
RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi
dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Bangsalsari menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangsalsari
setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan
Kecamatan Bangsalsari juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan
mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Bangsalsari.

Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun



Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan
tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang
dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Bangsalsari
berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten

Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Bangsalsari
terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan
Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai
dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan
antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah
mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan
Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan
sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah
sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Bangsalsari
harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan
tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur
indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan
keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada

ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri
D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember
Tahun 2015 - 2035;

27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;

29. Peraturan Bupati Jemner Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan
sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah

sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Bangsalsari Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam



menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten;
Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bangsalsari
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bangsalsari
untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi
guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun
2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan

Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-

cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan



tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat
Daerah Kabupaten Jember;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana  Strategis Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra

Kecamatan Bangsalsari.

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Kecamatan Bangsalsari dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsalsari
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsalsari

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsalsari

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Bangsalsari

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
BANGSALSARI

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan

isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Bangsalsari

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember beserta indikator

kinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam lima tahun
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mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan
Bangsalsari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Kecamatan Bangsalsari dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Jember.
BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

Jember.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
Bangsalsari

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Jember, maka Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan;

h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan
pemerintahan di wilayah kecamatan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah yang ada di kecamatan;

j- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas,

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

a.

Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan
demokrasi;

Pelaksanaan penanganan konflik sosial;

. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar

instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan

pembangunan di wilayah kecamatan;

. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta

pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan
di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum
desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan
pendayagunaan aset desa,;

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan
desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa,
merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa;

Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi
pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan

perencanaan pembangunan partisipatif.
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g.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan

kerjasama desa dengan pihak ketiga;

. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan,

dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan
data desa, serta penyusunan program pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;

Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta
pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah
Kecamatan;

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh
Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;

®» N o g kW

. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial,;

Seksi Pelayanan Umum;

Kelurahan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Bangsalsari

Camat Bangsalsari sesuai Pasal 4 ayat 1 mempuyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum,;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan;

8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan
pemerintahan di wilayah kecamatan;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah yang ada di kecamatan;

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Camat juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan
demokrasi;

b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
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. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar
instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan
daerah;

. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di wilayah kecamatan;

. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta
pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan
kegiatan di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;

. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk
hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala
desa;

. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan
pendayagunaan aset desa;

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi  kepala desa, perangkat  desa, badan
permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan
desa.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa,
merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa;

. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi
pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan
perencanaan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa

dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
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m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan,
dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan
penegasan data desa, serta penyusunan program
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta
pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah
Kecamatan;

o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh
Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan,;

p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai,

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat Bangsalsari

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan,
kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan
penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan
Kecamatan Bangsalsari. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja
dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan
tahunan

2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara

terpadu
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3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian
sesuai tugas dan kewenangan

4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan
kecamatan;

5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan
data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan
kecamatan;

6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang,
analisis kebutuhan pemeliharaan barang;

7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris
dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang
yang dikuasai oleh kecamatan.

8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan
rumah tangga dinas.

9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja
organisasi kecamatan;

10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan
Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :
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1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman, dan pendistribusian surat;

2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan;

3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan
analisa jabatan di lingkungan kecamatan;

6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
kebutuhan pemeliharaan barang;

7. Pelayanan  administrasi dan  pelaksanaan  pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor;

8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan
aset milik daerah;

9. Pelaksanaan  pengusulan seluruh rencana  kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Pelaporan, dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai
tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan

pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
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oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian

Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi :

1.

10.
11.

12.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
informasi OPD;

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup kecamatan;

Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan
pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
Pelaksanaan  penyiapan bahan dan  pengkoordinasian
penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran;

Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung;

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;
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13.

14.

15.

16.

Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan
dan pengeluaran;

Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan
keuangan;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi

kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi:

1.

Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan
pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan

kecamatan;

. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi

kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan

. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan
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Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban
di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas
wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan
tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan
perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat,
mengkoordinasikan  penyusunan program dan  pelaksanaan
pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga
berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan

kegiatan ekonomi masyarakat;
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10.

11.

12.

13.

14.

Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan
pembangunan fisik di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan  penyusunan  program dan  pembinaan
pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian
lingkungan hidup

Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga,
lembaga keswadayaan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan
kemiskinan di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan
pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta
keluarga berencana,;

Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi
kegiatan kehidupan beragama;

Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya
peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan
pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta
kebudayaan di wilayah kecamatan;

Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial
serta penanganan pengungsi korban bencana;

Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan
kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian
bantuan pemerintah;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
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2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas
melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di
wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan,
kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan
ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum
mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi
perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang
ada;

3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan,
perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;

4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri
dan usaha kecil; dan

5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember sebagimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
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SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BANGSALSARI

KABUPATEN JEMBER
CAMAT |
——Sekretariat
[ ]
Kelompok Jabatan Fungsional Subbag Subbag
Perencanaan dan Umurm dan
keuangan kepegawaian
I | I 1
Seksi Pelayanan Seksi Pemerintahan Seksi Seksi Ketrentraman
Umum Pemberdayaan dan Ketertiban Umum
Masyarakat dan
Kesra

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Bangsalsari

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Bangsalsari harus dilaksanakan
secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung
dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor
penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa
sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih
beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan
tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya
berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber
daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional
dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada

Kecamatan Bangsalsari

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Bangsalsari

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
Kecamatan Bangsalsari sesuai struktur organisasi terdiri dari 1
sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian,

serta 4 seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh
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Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebanyak 13 Orang, yang

terdiri dari:

1. Eslon III
2. Eslon IV

3. Staf/Non Eslon

Sumber

: 2 Orang

: 5 Orang

: 10 Orang

Daya Manusia yang dimiliki

oleh Kecamatan

Bangsalsari sebanyak 13 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat

pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Sarjana S-2
Sarjana S-1

Diploma -3

SLTA
SLTP
SD

AL

: 2 Orang

: 6 Orang

: - Orang

: 9 Orang

: - Orang

: - Orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Bangsalsari

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki

oleh Kecamatan Bangsalsari sebagai peralatan pendukung tugas

fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak
dipakai (Rp)

No Nama Jumlah asset yang Keterangan Jumlah Aset Yang | Keterangan
Barang dimiliki (RP) Tidak Terpakai (RP)
Unit Rp. 000 Unit Rp. 000
1 | Tanah 3 1.009.877.000 | 26.498 0
2 Peralatan 405 1.429.810.000 (0] 0
& Mesin
3 | Gedung & 12 2.319.995.800 0 0
Bangunan
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No Nama Jumlah asset yang Keterangan Jumlah Aset Yang | Keterangan
Barang dimiliki (RP) Tidak Terpakai (RP)
Unit Rp. 000 Unit Rp. 000

4 | Jalan & | 43 2.416.658.019 0 0

Irigasi
5 | Aset Tetap 2 950.400 0 0

Lainnya
6 Aset 253 93.203.240 0 0

Lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsalsari

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsalsari
yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Jember, maka Kecamatan Bangsalsari telah menentukan
arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan
dilaksanakan oleh Sekertariat dan seksi-seksi dengan dukungan dana
yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja

Kecamatan Bangsalsari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Tgt
NSPK

Tgt
IKK

Tgt
Indika-
tor
Lain-
nya

Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2017 2018 2019 | 2020 | 2021

2017

2018 | 2019 2020

2021

2017

2018 2019 2020

2021

Persentase Jumlah
Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

%

100 100 100 100 100

100

100 96 86

80

100

100 96 86

80

Persentase Jumlah
Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

%

100 100 100 100 100

100

100 98 92

82

100

100 98 92

82

Persentase Jumlah
Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

%

100 100 100 100 100

100

100 100 92

97

100

100 96 92

97

Persentase Jumlah
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

%

100 100 100 100 100

100

100 100 75

92

100

100 100 75

92

Persentase Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

%

100 100 100 100 100

100

100 100 91

92

100

100 100 91

92
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Tgt
NSPK

Tgt
IKK

Tgt
Indika-
tor
Lain-
nya

Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018 | 2019 2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase Jumlah
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

%

100

100

100

100

100

100

100 95 97

92

100

100

95

97

92

Persentase Jumlah
Dokumen Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

%

100

100

100

100

100

100

100 96 100

97

100

100

96

100

97

Persentase Jumlah
Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

%

100

100

100

100

100

100

100 100 84

99

100

100

100

84

99
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Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja

yang rasio capaiannya tidak mencapai 100 %, antara lain :

1. Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2. Persentase Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

3. Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

4. Persentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5. Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

6. Persentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilitasi

7. Persentase Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

8. Persentase Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor
yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang
mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha
meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi
dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan,
seperti tidak adanya reward and punishment bagi setiap aparatur.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID-19
yang melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan perekonomian
negara, dan hal ini juga berimbas kepada masyarakat Kecamatan

Bangsalsari. Pertumbuhan  perekonomian yang lesu, sehingga
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menimbulkan dampak sosial di masyarakat seperti banyaknya masyarakat

yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tingkat kemiskinan

masyarakat di Kecamatan Bangsalsari menjadi meningkat dan berimbas

pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada

lembaga masyarakat yang mandiri tidak meningkat, bahkan beberapa

lembaga masyarakat mengalami keterpurukan.

Selain daripada itu, tabel 2.2. menunjukkan beberapa indikator yang

dapat mencapai target, antara lain :

1. Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2. Persentase Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

3. Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

4. Persentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5. Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

6. Persentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

7. Persentase Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

8. Persentase Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti,

ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana kecamatan

dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan, motivasi

setiap anggota lembaga masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan
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kemampuan baik individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki

taraf hidup dan perekonomian lembaga masyarakat maupun anggotanya.
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Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

Bangsalsari Kabupaten Jember

Uraian

Anggaran Pada Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Pada Tahun

Rata-rata
Pertumbuhan (%)

20
17

2018

2019

2020

2021

20
17

2018

2019

2020

2021

20
17

2018

2019

2020

2021

Anggara | Realis
n asi

Program
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

2.132.743
724

1.886.721
.614

1.909.161
.605

2.426.987
.812

1.611.122
.702

1.751.722
792

1.639.285
371

1.945.838
.236

0,76

0,93

0,86

0,80

6% 4%

Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

234.639
.000

166.680
.000

213.380
.000

93.212
.600

211.704
711

160.958
.268

196.970
.340

76.507
.801

0,90

0,97

0,92

0,82

-29% -26%

Program
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

92.500
.000

16.800
.000

20.300
.000

192.465
.000

87.895
.000

13.725
.000

16.859
.831

177.803
.602

0,95

0,82

0,83

0,92

26% 28%

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan

13.250
.000

18.320
.000

18.120
.000

856.784
.000

12.210
.000

18.300
.000

848.688
.200

0,92

1,00

0,00

0,99

311% 301%
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Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang tidak
Dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat
Daerah yang ada
di Kecamatan

72.900
.000

46.200
.000

46.200
.000

9.290
.000

68.000
.000

46.200
.000

43.100
.000

8.945
.600

0,93

1,00

0,93

0,96

-49%

-50%

Program
Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

38.965
.000

3.000
.000

3.000
.000

18.815
.000

33.485
.000

3.000
.000

3.000
.000

18.294
.850

0,86

1,00

1,00

0,97

-18%

-22%

Program
Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala Daerah

123.450
.000

99.000
.000

99.000
.000

268.724
.100

123.450
.000

99.000
.000

99.000
.000

260.797
.100

1,00

1,00

1,00

0,97

28%

30%
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Tabel 2.3. menunjukkan bagaimana kekuatan anggaran dan realisasi
yang dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga
tahun 2021. Penyediaan anggaran pada periode RPJMD sebelumnya
terlihat mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya, sehingga
program dan kegiatan di Kecamatan Bangsalsari yang dapat dilaksanakan
hanya sebatas program dan kegiatan rutin serta koordinasi tingkat
kecamatan tanpa adanya program prioritas dalam rangka pembangunan di
wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan pada Periode RPJMD tahun 2016
hingga tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember lebih fokus pada
penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan bidang kesehatan,
dimana anggarannya difokuskan pada organisasi perangkat daerah teknis
yang mengusung urusan dimaksud, dan kecamatan berfungsi sebagai
penunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah teknis dimaksud.

Pada sisi realisasi anggaran, terlihat bahwa setiap tahunnya realisasi
yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bangsalsari meningkat. Dari
awal tahun 2018 hanya mencapai 79,30% menjadi 86,31% di Tahun 2021.
Hal ini membuktikan bahwa meskipun dengan anggaran terbatas,
Kecamatan Bangsalsari mampu melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan baik.
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Bangsalsari

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal
yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan
Bangsalsari dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana
tantangan dan peluang Kecamatan Bangsalsari dalam mencapai target

yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal
a. Kekuatan

1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang
cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi kecamatan.

2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang
dapat membantu dalam mendukung program dan
kegiatan pembangunan di Kecamatan Bangsalsari.

b. Kelemahan

1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya
Aparatur Kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi kecamatan.

2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat
kompetensi Sumber Daya  Aparatur Kecamatan
Bangsalsari dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum
cukup optimal.

3) Kurang tegasnya penerapan reward and punishment pada
sumber daya aparatur Kecamatan Bangsalsari membuat
motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan

masih rendah.
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Faktor Eksternal

a. Peluang

1)

3)

Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten
melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di
Kecamatan Bangsalsari.

Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
Peran serta masyarakat dan para stakesholder samping
yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di
Kecamatan Bangsalsari baik melalui perencanaan

partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

b. Tantangan

1)

3)

S)

Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat
pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan
pelayanan yang prima.

Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang
bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta
mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang ankuntabel
melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur
kecamatan.

Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di
tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik
serta berwawasan lingkungan.

Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang

tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bangsalsari memiliki tugas dan fungsi yang
tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Jember, maka Camat Bangsalsari Kabupaten Jember
mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan
sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai
pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Bangsalsari
Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan
di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Bangsalsari.
Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas
dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan
tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari. Adapun pemetaan
permasalahan pelayanan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Kondusifitas
wilayah/
masyarakat  yang
tidak stabil
utamanya dalam
menghadapi

Pilpres, Pileg,
Pilkada  Prov/Kab

dan Pilkades

Koordinasi
peningkatan
ketentraman dan
ketertiban umum
maupun peran
SATLINMAS belum
optimal

Bangsalsari
NO | POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
1 Pelayanan Pelaksanaan kegiatan | SDM pelaksana layanan

Kecamatan belum seluruhnya | ke masyarakat masih

utamanya kepada | memiliki/berpijak pada | lemah, keterbatasan

masyarakat belum | SOP yang sudah | dalam  juamlah dan
sepenuhnya ditetapkan kompetensinya.

Optimal Pola pikir dan
budaya/etos kerja
melalui bentuk inovasi
kerja belum sejalan Alur
pikir dan Alur tindak
yang diinginkan
Reformasi Birokrasi
(bekerja bersifat
rutinisme semata)

Pelaksanaan kegiatan | Belum adanya/
yang sifatnya | perlunya pembaharuan
pelimpahan Peraturan Bupati
kewenangan antar | tentang Pelimpahan
Kecamatan dalam | Kewenangan kepada
Wilayah Kabupaten | Camat
Jember dengan pola
yang tidak semua sama

2 | Timbulnya potensi Ketentraman dan

ketertiban umum serta
peran Satlinmas perlu
dioptimalkan sebagai
budaya masyarakat
termasuk memahamkan
masyarakat bahwa
Hukum adalah Panglima
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riil di Kecamatan
utamanya Desa
cenderung pada
kegiatan rutinisme,
belum sepenuhnya
atas dasar kreasi dan
enovasi dalam rangka
mempermudah dan
mempercepat
layanan ke
masyarakat.

sepenuhnya bahwa
Perencanaan
diantaranya
Perencanaan tingkat
Kecamatan dan Desa
merupakan dasar
penetapan target kinerja
maupun pelaporan
kunerja

NO | POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
3 |Belum optimalnya | Lemahnya koordinasi Program Pemberdayaan
peningkatan dan sinkronisasi Ekonomi masyarakat desa
pemberdayaan pelaksaan belum diupayakan focus
masyarakat program/kegiatan yang | sesuai dengan potensi
terkait dengan Program | desa/wilayah
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
4 | Pelaksanaan aktivitas | Belum dipahami Belum adanya Peraturan

Daerah atau Peraturan
Bupati di Kabupaten
Jember yang mengatur
sinkronisasi antara
Perencanaan pada tingkat
Kabupaten (RPJMD),
Renstra PD sampai
dengan Perencanaan
tingkat Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi

pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan

Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 yaitu:

“SUDAH SAATNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE
MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM

MEMBANGUN JEMBER”
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Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan

diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

e Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti
sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari
permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk
keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan
ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah
yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat
AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak
harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi,

wis wayahe!
e Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan
peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan
pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua
pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun
kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan
kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one
left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.
Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi
identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren,
adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah
daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga

dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.
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e Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi
gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar
ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus
mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah
Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan
kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan
mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan
memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan

Kabupaten.
e Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat
dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi
harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan
atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan.
Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan,
mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-
ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya
upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi
untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target
kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui
afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui
pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar
utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun
2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya

secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat
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tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta
perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional

Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi

RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat
sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang
berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan
ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi
dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara
signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada
PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan
perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan
besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu
sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif
antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen
pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good
governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus
didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi
pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang

akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan
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keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan
pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif,
terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-
anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok
masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di
semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada
seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).
Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan
mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan
kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan
yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi,
baik dari dalam negeri maupun luar luar negeri, ke Kabupaten Jember.
Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal
membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (ease-of-doing
business) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko,
efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan
pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah
prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai
pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi

dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.
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Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur
publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan
ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember
yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat
kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan
pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang
dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang
baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (economic connectivity)
sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat
desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan
kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan
budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata
sejarah, wisata budaya (local heritage), dan wisata religius ditujukan
untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan

kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memiliki keterkaitan
dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten
Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata
dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor
pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut

sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Bangsalsari terhadap pencapaian Visi dan Misi

Kabupaten Jember

No

Misi

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Misi ke 2

kelola

komponen

Membangun tata

pemerintahan yang
kondusif antara

eksekutif, legislatif,
masyarakat dan

pembangunan
daerah lainnya

Peran serta
masyarakat dan para
stakesholder samping
yang selalu ikut serta
dalam
penyelenggaraan
pelayanan yang
prima di Kecamatan
Bangsalsari.
Ketersediaan sarana
dan prasarana
pelayanan publik
yang cukup untuk
dapat memberikan
pelayanan yang
prima kepada
masyarakat.
Sinergitas dengan
pemerintahan desa,
sebagai
perpanjangan tangan
pemerintah
kecamatan dalam
pelayanan kepada

Kompetensi dan
kuantitas sumber
daya aparatur yang
masih rendah,
Tingkat inovasi
pelayanan publik di
Kecamatan
Bangsalsari yang
masih rendah,
khususnya dalam
bidang Teknologi
Informasi.
Pemahaman
masyarakat
Bangsalsari dalam
pemanfaatan
Teknologi Informasi
guna mempercepat
dan mendukung
pelayanan publik
yang prima masih
rendah.

masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan

Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L

Permasalahan Perangkat
Daerah terkait Sasaran
Renstra K/L

Faktor

Pendukung

Penghambat

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas SDM
Aparatur Pemerintahan
Dalam Negeri

Tingkat kompetensi dan
kualitas SDM Aparatur
Kecamatan yang masih
rendah dalam pelaksa-
naan tupoksinya.

Sarana dan pra-
sarana pendu-
kung pelaksana-
an tupoksi yang
tersedia walau-
pun belum mak-
simal.

Tingkat motiva-
si SDM Apara-
tur Kecamatan
yang masih
rendah untuk
meningkatkan
kompetensi dan
kualitasnya.
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Sasaran Renstra K/L

Permasalahan Perangkat
Daerah terkait Sasaran
Renstra K/L

Faktor

Pendukung

Penghambat

Meningkatnya tata
kelola pemerintahan
dalam negeri yang
adaptif, profesional,
proaktif, dan inofatif.

Inovasi pelayanan publik
di kecamatan masih ren-
dah.

Adanya lomba i-
novasi daerah
yang membantu
merangsang lahir
nya inovasi-ino-
vasi pelayanan
publik di tingkat
kecamatan.

Keterpedulian
pemerintah ke-
camatan yang
kurang dalam
usaha mening-
katkan kualitas
pelayanan me-
lalui inovasi pe-
layanan publik.

Terjaminnya hak-hak
keperdataan setiap
warga negara dalam
aspek kependudukan
dan tersedianya data
kependudukan untuk
semua keperluan.

Masih kurangnya pema-
haman masyarakat
Bangsalsari akan
pentingnya adminduk di
setiap lini masyarakat.

Sinergitas dengan
Dispendukcapil
Kab. Jember dan
Pemdes dalam
rangka memberi-
kan pelayanan
adminduk kepa-
da masyarakat.

Masih tingginya
ketidakpedulian
masyarakat
Bangsalsari
dalam
kepengurusan
adminduk nya
sendiri.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
Sasaran Provinsi

Permasalahan Perangkat Faktor
Sasaran Renstra .
.. Daerah terkait Sasaran
Provinsi L Penghambat Pendukung
Renstra Provinsi

Meningkatkan tata Masih adanya kasus penga- Kurangnya Motivasi serta
kelola pemerinta- duan masyarakat terkait kesadaran metode kerja
han yang baik, ber- | dengan pelayanan publik aparatur dalam | yang sistematik
sih dan profesional sehingga integritas dan pelaksanaan yang didukung

profesionalisme aparatur
dalam pelayanan publik
masih perlu ditingkatkan

tugas pokok
dan fungsi

dengan pelatihan
secara terbatas
berkelanjutan

Meningkatnya Ke-
puasan Masyarakat
atas Layanan Peme-
rintah

Pada dasarnya Kecamatan
sudah berupaya memberikan
pelayanan kepada masyrakat
sebaik mungkin

Keterbatas
jumlah dan
kompentensi
SDM sehingga
terjadi dupli-
kasi pekerjaan,
selain keterba-
tasan sarana
yang ada

Kecamatan meru-
pakan kepanja-
ngan tangan Bu-
pati dalam komu-
nikasi pemerin-
tahan dan dalam
pelayanan kepada
masyarakat
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember
2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis
didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha
ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian,
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan
Bangsalsari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan
Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki
faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bangsalsari
yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Bangsalsari ditinjau dari implikasi RTRW

No.

Telaah RTRW terkait
Tupoksi

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Dukungan penertiban
penggunaan lokasi
Lapangan
Bangsalsari di luar
fungsinya dalam
rangka mendukung
pengaktifan kembali
Lapangan
Bangsalsari sebagai
Sarana olahraga
Masyarakat
Bangsalsari

Lokasi Lapangan
Bangsalsari eksisting yang
terletak di dekat pusat
pemerintahan dan
perniagaan Kecamatan
Bangsalsari, sehingga
meningkatkan aksesibi-
litas Lapangan
Bangsalsari sebagai
Sarana olahraga
Masyarakat Bangsalsari.

Kondisi lokasi Lapangan
Bangsalsari yang saat ini
dimanfaatkan untuk
perniagaan dan perda-
gangan tanpa ada arahan
penataan terminal, dika-
renakan kondisi
Lapangan yang telah
lama tidak aktif.

Penetapan Kecama-
tan Bangsalsari seba-
gai Wisata Budaya
dan Buatan Manusia.

Potensi pendukung wisata
baik wisata budaya mau-
pun wisata buatan manu-
sia yang ada dan hanya

Potensi pariwisata baik
pariwisata budaya dan

pariwisata buatan yang
belum terkelola dengan
baik dan masih dilaku-
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tan Bangsalsari seba-
gai Sentra Produksi
Pertanian, Perkebu-

an, perkebunan, dan pe-
ternakan yang cukup be-
sar

No. Telaah RTRW terkait Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Tupoksi
perlu perbaikan dan pe- kan secara parsial oleh
ngembangan. kelompok masyarakat
tertentu
3. Penetapan Kecama- Potensi produksi pertani- Tata Kelola produksi

pertanian dan perkebu-
nan yang belum baik, di-
mana belum adanya kon-

nan, serta Peterna- sep rantai pasok dalam
pendistribusian produksi
pertanian, perkebunan, &
peternakan sehingga sek-
tor ini belum cukup baik
untuk mengangkat per-
tumbuhan ekonomi bagi

masyarakat Bangsalsari

kan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015
— 2035, Kecamatan Bangsalsari, didalam pola ruang, termasuk ke
dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan
kawasan meliputi :
Pemerintahan kecamatan;
Pusat pemerintahan desa;
Pusat pemukiman desa;
Pertanian;
Agropolitan;

Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan

® N o gk L=

Pendukung aktifitas swasta.

Untuk terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan
umum, di Kecamatan Bangsalsari terdapat pengembangan Terminal
Tipe C, yaitu Terminal Bangsalsari, dan peningkatan jaringan trayek
angkutan perdesaan yang melalui rute Arjasa — Kalisat — Bangsalsari,
sehingga diharapkan pengembangan sarana prasarana angkutan
Kecamatan Bangsalsari nantinya diikuti

umum di dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Bangsalsari. Terkait
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dengan pengembangan jaringan energi, Kecamatan Bangsalsari
termasuk dalam bagian dari pengembangan jaringan energi alternatif,
yaitu melalui pengembangan energi listrik mikro hidro (PLMTH). Selain
daripada itu, Kecamatan Bangsalsari juga merupakan bagian dari
pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air melalui
pengembangan jalan dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

Terkait dengan sistem jaringan prasarana lingkungan, Kecamatan
Bangsalsari termasuk dalam pengembangan prasarana pengelolaan
sampah yang meliputi :

1. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan prinsip 4R
yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan
mengganti kembali yang meliputi :

a. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA), salah satunya

diletakkan di Kecamatan Bangsalsari;

b. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS);

c. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.

2. Rencana lokasi TPA berupa optimalisasi TPA, peningkatan
pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA.

3. Rencana lokasi TPS meliputi pengurangan sampah di lokasi TPS
melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan
pengembangan pemilahan awal sampah pada masing-masing
pusat pelayanan lingkungan.

Terkait dengan mitigasi bencana, Kecamatan Bangsalsari
termasuk dalam daerah rawan bencana tanah longsor sehingga perlu
dikembangkan jalur evakuasi bencana tanah longsor yang melalui
jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor dan kawasan rawan
letusan gunung berapi. Sedangkan, terkait dengan kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan berupa situs purbakala, Kecamatan

Bangsalsari terdapat wisata alam alami yang perlu dilestarikan yaitu
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wisata alam Puncak Badean dan wisata umbul Water Park dan Tangkel
Amphitheater yang terletak di Desa Badean dan Desa Tugusari.
Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian,

Kecamatan Bangsalsari termasuk dalam pengembangan kawasan
pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan
kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk
pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara
lain :

1. Sentra Padi;

2. Sentra Jagung;
Sentra Ubi Jalar;
Sentra Buah Durian;
Sentra Buah Duku/Langsat;

Sentra Buah Rambutan; dan

No AL

Sentra Cabe Rawit.

Sedangkan, untuk kawsan perkebunan, Kecamatan Bangsalsari
termasuk dalam pengembangan jeni produksi perkebunan yaitu
Sentra tembakau kasturi dan Setra tembakau rajang. Terkait kawasan
peruntukan hewan ternak, yang termasuk pengembangan di
Kecamatan Bangsalsari adalah Ternak Sapi Potong danTernak Kuda.
Untuk kawasan peruntukan pariwisata, Kecamatan Bangsalsari
termasuk dalam daya tarik wisata budaya, yaitu makam Kyai Umar
dan wisata Sarchopagus.

Mendasari wuraian tersebut di atas, potensi Kecamatan
Bangsalsari cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan
perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini tidak akan dapat
mendukung untuk mencapati visi Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 jika tidak ada aksi yang nyata dalam mengolah

potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan
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Bangsalsari dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah
Kabupaten Jember dalam bentuk sinergitas dan kolaboratif program
kegiatan pembangunan. Selain daripada itu, pada Tabel 3.5. juga
disampaikan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang harus secara
bersama-sama dikalahkan atau dihilangkan guna kelancaran
pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan

datang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa
program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor
pendorong dan penghambat pelayanan  Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Kecamatan Bangsalsari ditinjau dari implikasi KLHS

No. Telaah KLHS terkait Faktor Hambatan

Tupoksi

Faktor Pendorong

Pilar hukum dan tata ke-
lola terutama berbasis
pada permasalahan refor-
masi birokrasi

Sinergitas dan kolaboratif
yang terjalin cukup baik
antara pemerintah desa
dan pemerintah kecama-
tan sehingga penyeleng-
garaan pemerintahan dan
pembangunan serta per-

Keterbatasan kualitas
dan kapasitas SDM Apa-
ratur di Kecamatan serta
alokasi anggaran dalam
melaksanakan program
dan kegiatan guna mewu-
judkan tata kelola peme-
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wujudan TPB di Kecama- | rintahan yang baik dan
tan Bangsalsari dapat pembangunan yang me-
ber-jalan dengan lancar wujud.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS
RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki
ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai
target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71
indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator
belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18

indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat
dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar
lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya
Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena
adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan
lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka

kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar
hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah
tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan
reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan
publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih

cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
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integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan

kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak
diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau

sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor
penghambat pelayanan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Bangsalsari
adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum
diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam
reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan
masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas
pelayanan yang prima sangat tinggi;

3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh
dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan
pengembangan yang lebih baik;

4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik
jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan

sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
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S. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata
buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan
secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebab
potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero
Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;

6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum
baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam
pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga
sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan

ekonomi bagi masyarakat Bangsalsari;
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi
visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh
karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu SUDAH
WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI
JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN
AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER. dengan Misi yang
telah ditetapkan, Kecamatan Bangsalsari termasuk dalam Misi ke-2
yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara
eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan

daerah lainnya.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati
Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan
yang akan dicapai oleh Kecamatan Bangsalsari dalam waktu 5 (lima)

tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Bangsalsari

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Sebelum Perubahan
Meningkatkan Indeks
1 | TataKelola Pelayanan 3,00
Yang baik Publik
melalui Meningkatnya
peningkatan Kualitas Layanan | gxm Aparatur 95
1.A | Peran Aparatur
Kecamatan .
sebagai Garda Nilai SAKIP B
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TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2022 2023 2024 2025 2026
Terdepan Meningkatnya
dalam kemandirian dan
peningkatan peran serta
kualitas masyarakat gggegt;ii
1.B | Layanan dalam B, P8y 100%
Lainnya dan
kepada pemenuhan A
. Retribusi
masyarakat pembyaran pajak
dan retribusi
daerah
Meningkatnya
1.C Pemberdayaan Persentasg ) 100%
f Desa Mandiri
Pemerintah Desa.
Setelah Perubahan
Indeks
1 Pelayanan 3,50 4,00 4,50 5,00
Publik
Persentase
: Penyelesaian
Terjaganya Laporan dan
ketertiban umum Pelanqoaran
1A dan ketentraman 99 100% 100% 100% 100%
Ktertiban
. masyarakat_ Umum serta
l}\</len||{1gkatkan Bangsalsari Ketentaraman
ualitas Masyarakat
Pelayanan
kepada -
masyarakat Meningkatnya
: Kepuasan Ma-
melalui Kat dal
Pengembangan Syarakat dalam
Peran hal P_elayanan
1B | kecamatan Publik yang Me- IKM 85 90 95 100
sebagai Garda rata dan Berku-
Terdepan alitas di Keca-
dalam matan
Pelayanan Bangsalsari
Fasilitasi Persentase
Peningkatan Fasilitasi
1.C Kesejahteraan Peningkatan 100% 100% 100% 100%
Masyarakat Kesejahteraan
Bangsalsari Masyarakat
Terselenggaranya
Pemerintahan
1.D Kecamatan Nilai SAKIP B BB A A
Bangsalsari
yang Baik

57




< Maklumat >
Pelayanan Survey Kepuasan

Standar Pelayanan A Masyarakat

Penghargaan &
Sanksi
Budaya Pelayanan
Parkir & Ruang
Tunggu
Sarpras bg
Disabilitas
Sarana Penunjang
Lainnya
Sarana Front Office

Kebijakan Pelayanan

Inovasi Profesionalisme SDM ¢

Pelayanan
Publik yg

Berkualitas

Konsultasi Pengadaan
@ Sistem Informasi
Pelayanan Publik

Sistem Informasi

Non Elektronik

(Sumber : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negaran dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik)
Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Pelayanan Publik

‘ Sarana Prasarana

-

Sistem Informasi
Elektronik
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VISI: SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORAS| DAN AKSELERASI
DALAM MEMBANGUN JEMBER

Terselenggaranya
Koordinasi Upaya.
Penyelenggaraan
Kelentraman dan
Ketertihan Umum
(Target : 100%)

Kegiatan dan Indikator Kegiatan

ada di Kecamatan
(Target : 100%)

Persentase Terlaksananya
Administrasi Umum
(Target. : 100%)

(Target : 100%)

Pengadaan Barang Wil
Dasran Panunjang Urusan
Pemerintah Dasah
Jumlah Paket BMD yang
diadakan
(Targel - 18 Pakel)
Penyediaan Jasa
Per san
Pemerintah Daerah

Parsentase Torsedianya
Jasa Penunjang Unisan

Pemda
(Targes : 100 1)
Pemelharean Burang
Milic Daerah Penumang
Urusan Pemerintahan
Daerah
urlah Unic BID: calam

Kanlis) Baik
(Target : 100 Uni)

S . J
2
E’ © MISI 2 tata kelola. yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan kompenen pembangunan daerah lainnya l
28
X o _ N N -
3 Tujuan 1 : Tata Kelola yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen daerah dan kualitas publik
o] ~
=
g .
Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. ‘
Tujuan : Kualitas Pelay kepada melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan. —
(Indikator : Indeks Pelayanan Publik; Target : 5,00) SE
c & \
g = Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan = T
s 8 . . Sasaran 3 : Fasilitasi Peningkatan Sasaran 4 ; Terselenggaranya Tata =] g
3 2 e tledd b R Kesejahteraan Masyarakat Kelola Pemerintahan Yang Baik 3 [G)
28 yg merata & berkualitas £ >
g S
c 8 2 o
S® . .
S E Indikator : Persentase Penyesaian B . [T
E g Laporan Pelanggaran Ketertiban In:llkatorM ;:d::(:k:;apuasan Indikator : Persentase Terfasilitasinya Indikator : Nilai SAKIP o <
x Umum dan Ketentraman Masyarakat it yl_ 100) (Target - 100%) (Target : A) =
(Target : 100%) arge arge s
5 Program Pemberdayaan Masyarakat =
k] Desa dan Kelurahan b3
3 52 S =
EE 3323
899
£ g Terlaksananya Terselenggaranya E2 22
o g km:"’n:r':,‘::‘dnn B sa Terselenggarakannya Pemerintahan Cakupan Pemberdayaan Desa dan Persentase Pemenuhan Dasar @I 08
Eo AT E""{"‘i";‘?"g;‘m mum dan Pelayanan Publik Kelurahan Operasional Kantor & .E S
'g: umum di tingkat Kecamatan (Target : 100%) (Target : 100%) (Target : 100%) s @
E kecamatan (Target : 100%) g
{Target : 100%)
Seksi Seksi f Sub Bagian -
N eksi anan Seksi P dan et Sub Bagian Umum
Ketentraman & Seksi Pemerintahan Umum Kesejahteraan Sosial Parencanaan, & & Kepegawaian
Ketertiban e,
Koordinasi Penerapan Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan N Parencanaan, ‘Administrasi Barang Milik
& Pes sk Pack e ittt N e e Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa hominjstras) b=
UL P ] Pemerintahan di Pemeriniahan yang Persentase terlaksananya Kegiatan VALK o]
L lgasan Tingkat Kecamatan Tidak Dilaksanakan Pemberdayaan Desa Persentase
Perseniase Persemaze oleh Unit Kerja (Target : 100%) Persentase adminisirasi BMD di PD
Terselenggaranya Persentase. Perangkat Daerah ‘arget : 100%)
Koordinasi Penerapan Terselenggarakannya| | Terselenggaranya yang Ada di B
dan Penegakan Urusan Koordinasi asn — i
Peraturan Dasrah Penyelenggaraan Kecamaian evaluasi kinerja PD Perangkat Dagrah
Pemerintahan Umum "
(Target : 100%) ‘Sesusi Penugasan Pemerintahan di Persentase (Target : 100%) —
Koondinasi Upaya Kepala Darah Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Persentase waisksananya
Penyelenggaraan (Target : 100%) Urusan Pemerintahan Perangkat Dacrah "
fan (Target ; 100%) Yo Tt g (Target : 100%)
LT Dilaksanakan oleh Persantase Pemenunan Acinsirasi Umum
Persanase Unit Kerja PD yang Kebutuhan Keuangan Perangkat Daersh

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bangsalsari selama 5 tahun ke depan dalam upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah
dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka
panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh
beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai
pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena
strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat

di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di
suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin
dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan
pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan
program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan
keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember.

Kecamatan Bangsalsari memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan
yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI
JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN

AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER

Misi Il : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,
legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah

Sebelum Perubahan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan |1. Meningkatnya Peningkatan Pembinaan dan
Tata Kelola Kualitas Layanan Kapasitas pember-dayaan
Yang baik Aparatur. SDM, aparatur untuk
melalui 2. Meningkatnya prasarana, menumbuhkan
peningkatan kemandirian dan dan sarana etos/se-mangat dan
Peran peran serta aparatur. diSip"l’l kerja.
Kecamatan masyarakat dalam Pengembangan dan
sebagai Garda pemenuhan pemeliharaan sarana
Terdepan pembayaran pajak dan prasarana secara
dalam dan retribusi lebih memadai.
peningkatan daerah. Peningkatan Penyelenggaraan
kualitas 3. Meningkatnya kualitas pemerintah
Layanan pemberdayaan pelayanan Keamatan diarahkan
kepada masyarakat desa. publik. untuk mewujudkan
masyarakat penyelenggaraan

otonomi daerah yang
efektif, produktif dan
mampu mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat.
Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan adalah
tata cara
pelaksanaan
penanganan
pengaduan dan
tindaklanjut.
Kompetensi
Pelaksana adalah
kemampuan yang
harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan dan
pengalaman.
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Sesudah Perubahan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan 1. Terjaganya Penegakan Sosialisasi dan
Kualitas ketertiban umum Perda dan penertiban yang
Pelayanan dan ketentraman Per-bup atau dilakukan melalui
kepada masyarakat pera-turan pendekatan humanis.
masyarakat Bangsalsari. perun-dangan Memberikan
melalui 2. Meningkatnya lain-nya. pelayanan secara
Pengembangan Kepuasan Peningkatan prima dengan lebih
Peran Masyarakat kualitas pela- humanis dan
Kecamatan dalam hal yanan kepada meningkatkan
sebagai Garda Pelayanan Publik masyarakat sarpras pelayanan,
Terdepan yang Merata dan baik melalui mempercepat
dalam Berkualitas di pendekatan pelayanan melalui
Pelayanan Kecamatan humanis, per- pemanfaatan

Bangsalsari cepatan pela- teknologi informasi,
3. Fasilitasi yanan, dan membe-rikan
Peningkatan maupun purna layan dengan
Kesejahteraan pemanfaatan baik.
Masyarakat teknologi infor- Fasilitasi Pemberian
Bangsalsari masi. pelatihan UMK de-
4. Terselenggaranya Fasilitasi Pe- ngan memperhatikan
Tata Kelola ningkatan produk unggulan ma-
Pemerintahan Usaha Pem- syarakat desa, hing-
Kecamatan berdayaan ga pemasarannya.
Bangsalsari Yang masyarakat Pengikutan bimtek
Baik melalui pen- dan diklat sesuai tusi

dekatan pro-
duk unggulan

masing-masing ASN
serta pembi-naan di

setiap desa bidang kepega-waian
Peningkatan secara berkala
kualitas SDM

Aparatur.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk
mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan
operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan
kegiatan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Program dan
kegiatan Kecamatan Bangsalsari tentu relevan dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program
adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk
mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana
dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk
berkolaborasi  merealisasikan sasaran. Sedangkan = kegiatan

merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta
pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan.
Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana
pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana
program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif
yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

Jember.
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Sebelum Perubahan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember

Meningkat
kan Tata
Kelola
Yang baik
melalui
peningkat
an Peran
Kecamata
n sebagai
Garda
Terdepan
dalam
peningkat
an kualitas
Layanan
kepada
masyarak
at

Indeks
Pelayanan
Publik

2,50

3,00

3.994.294
91

3,50

4.194.009
531

4,00

4.393.724
270

4,50

4.593.439
010

5,00

4.793.153
749

5,00

21.968.62
1.351

Meningkat

nya

Kualitas
Layanan
Aparatur

SKM
Aparatur

76

95

Nilai
SAKIP

2.615.254
791

95

2.746.017
531

95

BB

2.876.780
270

100

3.007.543
.010

100

3.138.305
.749

100

14.383.90
1.351
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Prosentas

Program e
Penunjang | Terlaksan
Urusan anya
o1 | of Pemerinta | Kuatas | % | 100 | 100 | 0123 g | 2THUF | gpp | 2876780 | yg | SO0TEE | gy | SN0 ggg | 1438350
h Daerah Pelayanan ’ ’ ’ ' ' ’
Kabupaten | Kepada
IKota Masyarak
at
Persentas
Kegiatan e Jumiah Kanto
Administras (y)ar:g ? 2.238.985 2.350.934 2.462.884 2574833 2.686.782 12314420 | Sekreta |
01|01 ] 202 i Keuangan Menerima % | 100 100 531 100 808 100 084 100 361 100 637 100 491 iat Keca
Perangkat . mata
Daerah Gaji dan n
Tunjangan
ASN
Persentas
€ Jumlah
Dokumen Kanto
Penatausa r
212.712 223.347 233.983 244618 255.254 1.169.916 | Sekreta
haan d“an % | 100 100 000 100 600 100 200 100 800 100 400 100 000 riat Keca
Penguijian/ mata
Verifikasi n
Keuangan
SKPD
. Persentas
Ko | slomen
J v Laporan Kanto
asa Penyediaa s r
Penunjang 0 103.627 108.808 113.989 119.171 124.352 569.949 ekreta
01|01 | 208 Urusan n Jasa % | 100 100 160 100 518 100 876 100 234 100 592 100 380 riat Keca
. Pelayanan mata
Pemerintah
Umum n
an Kantor
Daerah yang
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Disediaka
n

01

01

2.09

Kegiatan
Pemelihara
an Barang

Milik

Daerah

Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah

Persentas
e Jumlah
Gedung
Kantor
dan
Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/
Direhabilit
asi

100

100

6.000
.000

100

6.300
.000

100

6.600
.000

100

6.900
.000

100

7.200
.000

100

33.000
.000

Persentas
e Jumlah
Kendaraa
n
Peroranga
n Dinas
atau
Kendaraa
n Dinas
Jabatan
yang
Dipelihara
dan
dibayarka

n
Pajaknya

100

100

33.572
100

100

35.250
.705

100

36.929
310

100

38.607
915

100

40.286
520

100

184.646
550

Sekreta
riat

Kanto

Keca
mata
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Prosentas

e
Kendaraa
n Dinas
Operasion
al atau
Lapangan
20.358 21.375.90 22.393 23.411 24.429. 111.969
0,
yang. % 100 100 1000 100 0 100 '800 100 700 100 600 100 1000
Dipelihara
dan
dibayarka
n Pajak
dan
Perizinann
ya
Meningkat
nya
kemandiri
an dan
2::;" Persentas
;“t'ﬁ:ﬁk I?’;SKB ' w | 30 | 40 993480 | oo | 1043454 | oo | 1092828 | o0 | 1042502 | oo | 1492176 | o0 | 5464.140
pemenuha Lainnya ’ .000 .000 .000 .000 .000 .000
dan
gembyara Retribusi
n pajak
dan
retribusi
daerah
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Prosentas
e

terselengg
s | asams
elayanan
garaan umum . 993.480 1.043.154 1.092.828 1.142.502 1.192.176 5.464.140

01 | 02 :emennta yang % | 100 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
an dan diterbitk
Pelayanan s
Publik sesual

dengan

SP dan

SOP

Prosentas

e Jumlah
Koordinasi Dokumen
Penyelengg | Peningkat Keca
;?; gtan E?ekt'ftas 991.480 1.041.054 1.090.628 1.140.202 1.189.776 5.453.140 Seksl mita
i ifi 0 . .041. .090. .140. .189. 453. )

011 02| 201 Pemerintah | Kegiatan | © | 100 | 100 000 | 190 000 | 100 o0 | 100 000 | 100 o0 | 100 000 | Perel | gang
andi Pemerinta salsar
Tingkat han di i
Kecamatan | Tingkat

Kecamata

n
Penyelengg | Persentas
araan € Jumlah
Urusan Laporan Karnto
Pemerintah | Peningkat Seksi Keca
an yang an

01| 02 | 202 tidk Efektiitas | % | 100 | 100 | 2000.000 | 100 210 100 2200 | 100 2301 100 290 1 100 1000 | Pelayan | mata
Dilaksanak | Pelaksana ' ' ' ' ' anan n

i Umum | Bang
anoleh Unit | an salsar
Kerja Pelayanan i
Perangkat kepada
Daerah Masyarak
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yang ada di
Kecamatan

at di
Wilayah
Kecamata
n

Meningkat
nya
Pemberda
yaan
Pemerinta
h Desa.

Persentas
e Desa
Mandiri

8,33

8,33

385.560.000

100

404.838
.000

100

424116
.000

100

443.394
.000

100

462.672
.000

100

2.120.580
.000

01

03

Program
Pemberday
aan
Masyaraka
t Desa dan
Kelurahan

Prosentas
e
terselengg
aranya
koordinasi
pemerinta
han,
koordinasi
pemberda
yaan
masyarak
at dan
kesejahter
aan sosial
dan
koordinasi
ketertiban
dan

%

100

100

86.560
.000

100

90.888
.000

100

95.216
.000

100

99.544
.000

100

103.872
.000

100

476.080
.000

Seksi
PMKS
dan
Pemeri
ntahan
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keamanan

umum
Prosentas
e Jumlah
Lembaga
Kemasyar
akatan Seksi
yang Pember K
. eca
Koordinasi E:irpartlsm ﬁﬂ?’gzr: mata
Kegiatan 0 5.628 5.896 6.164 6.432 29.480 n
01 | 03 | 201 Pemberday gzl:::mn % | 100 100 5.360.000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 3!;;:( Bang
aan Desa Musyawar Kesejah salisar
ah teraan
Perencan Sosial
aan
Pembang
unan di
Desa
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Prosentas

e Jumlah

Laporan )

Peningkat P(Sarenkbscla,r

an dayaan Keca

Efektivitas Masyar mata

Kegiatan 0 81.200 85.260 89.320 93.380 97.440 446.600 n

Pemberda | | 100 | 100 o0 | 100 000 | 100 o0 | 100 000 | 100 o0 | 100 000 | 3| Bang

)'\//alaan Kesejah sal_sar

asyarak i i

) eraan

at di Sosial

Wilayah

Kecamata

n

Prosentas

e

terselengg

aranya

koordinasi

pemerinta .
Program han,_ . K?e?ekr?tlr Keca
Koordinasi LA aman mata

o1 | o4 Ketentrima pemberda % | 100 100 299.000 100 313.950 100 328.900 100 343.850 100 358.800 100 1.644.500. dan n

n dan yaan .000 .000 .000 .000 .000 000 ketertib Bang
Ketertiban masyarak an salsar

at dan Umum i

kesejahter

aan sosial

dan

koordinasi

ketertiban

dan
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keamanan

umum
Koordinasi ﬁgﬁgg‘;:'
Penerapan n dan
dan Penegaka
Penegakan n
Peraturan 299.000 313.950 328.900 343.850 358.800 1.644.500.
Daerah Peraturan % | 100 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Daerah
dan dan
Peraturan Peraturan
Kepala
Kepala
Daerah
Daerah
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Sesudah Perubahan

Meningkat
kan
Kualitas
Pelayanan
kepada
masyarak
at melalui Indeks
rl?g:r?emba Pelayanan 2,50
Peran Publik
Kecamata
n sebagai
Garda
Terdepan
dalam
Pelayanan
Terseleng
garanya
Tata
Kelola Nilai
Pemerinta SAKIP
han Kec. B
Kecamata Bangsalsa
n ri
Bangsalsa
ri Yang
Baik

4,580,041 4809043 5.038.045 5.267.047 19.604.177
350 201 a0 25| s o | 500 o | 500 b
2713739 2.849.426 2.985.113 3.120.800 11.669.078

B 164 | BB 2| A o0 | A 09| A 405
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PROGRAM | Prosentas
PENUNJA | e
NG Terlaksan
URUSAN anya
01 | 01 PEMERINT | Kualitas % | 100
AH Pelayanan
DAERAH Kepada
KABUPAT | Masyarak
EN/KOTA | at
Persentas
Administras | e
i Keuangan | Penyediaa |
w2 Perangkat n Gaji dan h | e
Daerah Tunjangan
ASN
Jumlah
Penyediaan ?ar:gg
ot [ 01| 202 | o1 | S | enerima | DO | 47
Tunjangan Gaii k.
ASN ajl_dan
Tunjangan
ASN
Pelaksanaa | Jumlah
n Dokumen
Penatausah | Penatausa
aan dan haan dan Do
01101} 202 103 Pengujian/VV | Pengujian/ | k. 13
erifikasi Verifikasi
Keuangan Keuangan
SKPD SKPD

2.713.739 2.849.426 2.985.113 3.120.800 11.669.078
ey 164 | 100 122 | 100 ogo | 100 039 | 100 405
2.323.565 2439.743 2.555.922 2.672.100 9.991.331.
100 e | 100 wn | 100 o0 | 100 299 | 100 o
Sub
Bag Kanto
Perenc r
2.074.795 2178535 2.282.275 2.386.014 8.921.620. | anaan,
2 564 | D 2| 2 a0 | 2 8o | ¥ 925 | Pelapor | X602
an, & mata
Keuang n
an
Sub
PBag Kanto
erenc r
248.770.0 261.208.5 273.647.0 286.085.5 1.069.711. | anaan,
1 o | ™ o | ™ 0| ™ o | % 000 | Pelapor | Keca
mata
an, & n
Keuang
an
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"Penyediaa | Persentas
n Jasa e
Penunjang terpenuhin
01 | 01| 2.08 Urusan ya jasa % | 100
Pemerintah | penunjang
an perkantora
Daerah" n
Jumlah
Laporan
Penyediaan Ee?;es(:aa
Jasa Pelayanan
01 | 01 | 208 | 04 | Pelayanan Umum OB | 50
Emum Kantor
antor
yang
Disediaka
n
Persentas
€ Jumlah
barang
" milik
il
0
01|01 | 203 Daerah pemerinta % | 100
pada han
Perangkat daerah
Daerah yang
dilakukan
pemelihar
aan

275.535.2 289.311.9 303.088.7 316.865.4 1.184.801.
100 00 100 60 100 20 100 80 100 360
Sub
PBag Kanto
erenc r
275.535.2 289.311.9 303.088.7 316.865.4 1.184.801. | anaan,
5 o | g0 | 20| 0 go | 300 360 | Pelapor | Kec@
mata
an, & n
Keuang
an
114.638.4 120.370.3 126.102.2 131.834.1 492.945.12
100 00 100 20 100 40 100 60 100 0
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Jumlah

Penyediaan | Kendaraa
Jasa n
Pemelihara | Peroranga
an, Biaya n Dinas
Pemelihara | atau
an, dan Kendaraa Do
01 101 ] 209 | 01 | Pajak n Dinas k
Kendaraan | Jabatan '
Perorangan | yang
Dinas atau Dipelihara
Kendaraan | dan
Dinas dibayarka
Jabatan n
Pajaknya
. Jumlah
JP::g/edlaan Keqdaraa
Pemelihara | Dlnag
” Operasion
an, Biaya
Pemelihara EI atau
an, Pajak :Eangan La
01| 01| 209 | 02| dan yang
Perizi Dipelihara p.
erizinan dan
Kendaraan .
DI dibayarka
inas !
. n Pajak
Operasional d
an
atau L
Perizinann
Lapangan va

Kanto
Sub r

Bag. Keca

39.839.80 41.831.79 43.823.78 45.815.77 171.311.14 | Umum | mata
0 0 0 0 0 & n

Kepega | Bang

waian salsar
i

Kanto
Sub r

Bag. Keca

27.208.60 28.569.03 29.929.46 31.289.89 116.996.98 | Umum | mata
0 0 0 0 0 & n

Kepega | Bang

waian salsar
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01

01

01

02

2.09

2.01

09

Pemelihara
an/Rehabilit
asi Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Koordinasi
Penyelengg
araan
Kegiatan
Pemerintah
andi
Tingkat
Kecamatan

Jumlah
Gedung
Kantor
dan
Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/
Direhabilit
asi

Prosentas
e
Koordinasi
Penyeleng
garaan
Kegiatan
Pemerinta
han di
Tingkat
Kecamata
n

La

%

100

100

47.590.00
0

1.017.500
.000

100

49.969.50
0

1.068.375
.000

100

52.349.00
0

1.119.250
.000

100

54.728.50
0

1.170.125
.000

100

204.637.00
0

Sub
Bag.
Umum

Kepega
waian

Kanto
r
Keca
mata
n
Bang
salsar
i

4.375.250.
000

77




Jumlah

Dokumen
Peningkata | Peningkat
n Efektifitas | an
Kegiatan Efektifitas Pa
01 | 02 | 201 | 02 | Pemerintah | Kegiatan 12
) . ket
andi Pemerinta
Tingkat han di
Kecamatan | Tingkat
Kecamata
n
Penyelengg
araan Prosentas
Urusan € jumlah
Pemerintah | pelayanan
an yang administra
tidak si
01 ] 02 | 202 Dilaksanak kependud % 100
an oleh Unit | ukan dan
Kerja pelayanan
Perangkat umum
Daerah yang
yang Adadi | diproses
Kecamatan
Peningkata iumlah
aporan
N Peningkat
Efektifitas an
o | ek | Erekiias | o
01102 | 202 3 | Pelayanan ::Iaksana ket 12
K/Tgsa dar kat Pelayanan
di yaraka kepada
i Wilayah M
Kecamatan asyarak
at di

Kanto
r
1.017.500 1.068.375 1.119.250 1.170.125 4.375.250 Seksl ﬁiﬁ:
12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 Pemeri n
ntahan
Bang
salsar
i
100 21.633.88 100 22.715.43 100 23.797.1(8) 100 24.878.83 100 93.025.340
Kanto
Seksi r
Pemeri | Keca
21.633.80 22.715.49 23.797.18 24.878.87 ntahan | mata
12 0 12 0 12 0 12 0 48 93.025.340 dan n
seksi Bang
PMKS

salsar
i

78




Wilayah
Kecamata
n

79



Jumlah

Lembaga
Ekonomi
tingkat
Koordinasi Desa
Kegiatan (Bumdes, o
ui | e Pemberday | Koperasi (R
aan Desa Desa dIl)
yang
dibina/
diberdaya
kan
Jumlah
"Peningkata Ikembaga
n emasyar
Partisipasi ;‘;gﬁ;an
Z/I;:}rﬁrakat Bgrpartisip
asi
Forum dalam \
01 (03] 201 | O1 :\:Iusyawara Forum % | 100
P Musyawar
erencanaa | .
n Perencan
Pembangun
an girr]nbang
di Desa unan di
Desa
Peningkata | Jumlah
n Laporan
Efektifitas Peningkat
01 | 03 | 201 | 03 | Kegiatan an Bin | 12
Pemberday | Efektivitas
aan Kegiatan
Masyarakat | Pemberda

460.608.2 483.638.6 506.669.0 529.699.4 1.980.615.
100 o0 100 " 100 2 100 2 100 260
Kanto
r
Keca
100 | 8375000 | 100 | 8793750 | 100 | 9.212500 | 100 | 9.631.250 | 100 | 36.012.500 F§|\7||}(<sé mf‘fa
Bang
salsar
i
Kanto
r
o | 422382 | , | 4748448 | | 4974565 | ., | 5200881 | o | 1944602 | Seksi | Keca
00 60 20 80 760 | PMKS | mata
n
Bang
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salsar
i

di Wilayah yaan
Kecamatan | Masyarak
at di
Wilayah
Kecamata
n
Pemberday | Persentas
aan dan e Jumlah
Kesejahtera | Lembaga
an Ekonomi
01 ] 03 | 206 Keluarga tingkat % | 100
Tingkat Kecamata
Kecamatan | nyang
dan dibina/dib
Kelurahan erdayakan
Peningkata | Jumlah
n Keluarga
Kesadaran | yang
Keluarga Mengikuti
dalam Peningkat
Peningkata | an
n Kesadara
Pendidikan n
dan Keluarga
Keterampila | dalam 0
01103 206 | 06 n untuk Peningkat % | 100
Mewujudka | an
n Sumber Pendidika
Daya n dan
Manusia Keterampil
yang an untuk
Berkualitas | Mewujudk
dan an
Berdaya Sumber
Saing Daya

100 30.240.00 100 31.752.00 100 33.264.00 100 34.776.00 100 130.032.00
0 0 0 0 0
Kanto
r
Keca
30.240.00 31.752.00 33.264.00 34.776.00 130.032.00 Seksi mata
100 0 100 0 100 0 100 0 100 0| PMKS n
Bang

salsar
i
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01

04

2.02

Koordinasi
Penerapan
dan
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala
Daerah

Manusia
yang
Berkualita
sdan

Berdaya
Saing

Prosentas
e
terselengg
araanya
koordinasi
ketertiban
dan
keamanan
umum

%

100

100

336.320.0
00

100

353.136.0
00

100

369.952.0
00

100

386.768.0
00

100

1.446.176.
000
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01

04

2.02

01

Koordinasi/
Sinergi
dengan
Perangkat
Daerah
yang Tugas
dan
Fungsinya
di Bidang
Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia

Jumlah

Laporan
Koordinasi
[Sinergi
dengan
Perangkat
Daerah
yang
Tugas dan
Fungsinya
di Bidang
Penegaka
n
Peraturan
Perundan
g-
Undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia

100

100

336.320.0
00

100

353.136.0
00

100

369.952.0
00

100

386.768.0
00

100

1.446.176.
000

Seksi
trantib

Kanto
r
Keca
mata
n
Bang
salsar
i
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas
kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah dilakukan
identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan
memperhatikan yang mampu mendukung

tugas dan fungsi

pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun Kondisi
awal periode RPJMD Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026 pada akhir
periode
RPJMD
Sebelum Perubahan
1 | Indeks Pelayanan 72 74 N/A N/A N/A N/A N/A
Publik
2 | SKM Aparatur 95 95 N/A N/A N/A N/A N/A
3 | Persentase 50 60 N/A N/A N/A N/A N/A
Peeningkatan PBB,
PajaK Lainnya dan
Retribusi
4 | Persentase Desa 8,33 16,67 N/A N/A N/A N/A N/A
Mandiri pada Kec
Bangsalsari
Setelah Perubahan
1 | Indeks Pelayanan 2,50 N/A 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00
Publik
2 | Indeks Kepuasan 50,00 N/A 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00
Masyarakat
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Persentase
Penyelesaian
Laporan dan
Pelanggaran
Ktertiban Umum
serta Ketentaraman
Masyarakat

100

N/A

100

100

100

100

100

Persentase Fasiitasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat

100

N/A

100

100

100

100

100

Nilai SAKIP

N/A

BB

Persentase
Pemenuhan dasar
Operasional Kantor

100

N/A

100

100

100

100

100

Persentase
Terselenggarakannya
pemerintahan

dan pelayanan
publik di tingkat
kecamatan

100

N/A

100

100

100

100

100

Persentase Cakupan
pemberdayaan

desa dan

kelurahan

100

N/A

100

100

100

100

100

Persentase
Terlaksananya
koordinasi
ketenteraman
dan ketertibann
umum di tingkat
kecamatan

100

N/A

100

100

100

100

100
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10

Persentase
Terselenggaranya
Urusan
Pemerintahan
Umum di Tingkat
Kecamatan

100

100

100

100

100

100
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten
Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026.
Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten
Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang
memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari ini diharapkan
bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok
ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana
Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-
2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang

yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah
satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam

mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan
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Kecamatan Bangsalsari sehingga mampu mengakomodir kepentingan

dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan

juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi

Kabupaten Jember.

Jember, 15 November 2022

Drs. BASUKIK
Penata Tk.I
NIP. 196706241988031002
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RUTIN

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Bangsalsari

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1(2022) 2(2023) 3(2024) 4 (2025) 5 (2026)
1 |Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan aset .
B (67 B B B (7 BB (7
daerah yang profesional, efektif, Nilai SAKIP OPD €7) (€®) ©) (70) 79)
dan efisien.
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian ' ) 0 0 0 0 )
Target Kinerja Perangkat Daerah Persentase Indikator Program yang tercapai 100% 100% 100% 100% 100%
NON RUTIN
SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah
. . . Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1(2022) 2(2023) 3(2024) 4 (2025) 5 (2026)
1
Meningkatnya penataan
organisasi pemerintah daerah -
dan tata laksana Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
. Tata Laksana Pemerintah Daerah
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
dalam hal Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat 80 (Nilai IKM) | 85 (Nilai IKM) | 85 (Nilai IKM) | 90 (Nilai IKM) | 90 (Nilai IKM)
Merata dan Berkualitas di Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi - !
Kesejahteraan Masyarakat di Perseqtase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat 80% 80% 80% 85% 85%
yang dilaksanakan
Kecamatan
Terjaganya ketertiban umum dan Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan
ketentraman masyarakat di Pelanggaran Ketertiban Umum serta 80% 85% 85% 90% 90%
Kecamatan Ketentaraman Masyarakat

Diverifikasi Oleh :

KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196611071988091001

Jember, 17 April 2023

CAMAT BANGSALSARI

Drs. BASUKIK
Penata Tk.l
NIP. 196706241988031002




KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 27 Renstra Kecamatan Bangsalsari

RUTIN
SASARAN F : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
INDIKATOF : NILAI SAKIP

Meningkatn
ya kualitas
pengelolaan
keuangan o
g Nilai SAKIP
dan aset OPD - - - - B 2.713.739.164 B 3.203.203.122 BB 3.178.890.080 BB 3.314.577.039 BB 12.410.409.405
daerah yang
profesional,
efektif, dan
efisien.
Meningkatn
ya Efektifitas Persentase
Pencapaian Indikator
Target Program % . - - 80 2.713.739.164 80 3.203.203.122 90 3.178.890.080 90 3.314.577.039 90 12.410.409.405
Kinerja yang
Perangkat tercapai
Daerah
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase
7 1 1 PEMERINTAH realisasi % - - - 85 2.713.739.164 85 3.203.203.122 90 3.178.890.080 90 3.314.577.039 90 12.410.409.405
DAERAH anggaran
KABUPATEN/ KOTA
Jumiah dokumen
Perencanaan,
Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran,
7 1 1 02:01 To dan Evaluasi Dokumen - - - 4 48.000.000,00 4 48.000.000,00 4 48.000.000,00 12 144.000.000,00
Evaluasi Kinerja —
Perangkat Daerah i
Perangkat
Daerah
Jumlah
Penyusunan Dokumen |Dokumen Persel.:::::gan Kantor
7 1 1 02:01 1 P P Dok. - - - 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 12 28.800.000,00 |
Pelaporan, & Kecamatan
Perangkat Daerah Perangkat
Keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Pers::caa:agan Kantor
7 1 1 02:01 2 Penyusunan Dokumen |Laporan Hasil Dok. - - - 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 12 28.800.000,00 !
o Pelaporan, & Kecamatan
RKA-SKPD Koordinasi
Keuangan
Penyusunan
Dokumen RKA




Jumlah

Dokumen
Koordinasi dan ;;r:ga ::: RKA Sub Bag
02:01 Penyusunan Dokumen |, .21 Dok, - - 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 12 28.800000,00 | Perencanaan, | Kantor
Perubahan RKA- o Pelaporan, & Kecamatan
Koordinasi
SKPD Keuangan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Sub Bag
Penyusunan Laporan ~ [dan Laporan Perencanaan Kantor
02:01 Capaian Kinerja dan  |Hasil Koordinasi Lap. - - 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 4 9.600.000,00 12 28.800.000,00 !
. Pelaporan, & Kecamatan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Keuangan
Kineria SKPD Laporan 9
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
Jumlah Laporan Sub Bag.
0201 BualuasiKinerja —|Eveluasi Kierja | -, - - 2 9.600.000,00 2 9.600.000,00 2 9.600.000,00 6 2880000000 | _ Kevanoan Kantor
Perangkat Daerah Perangkat Perencanaan, Kecamatan
Daerah dan Pelaporan
Administrasi Keuangan (L ETEER
02:02 9 pertanggungjaw Laporan - - 12 2.318.089.564 12 2.445.843.842 12 2.562.022.120 12 2.678.200.399 48 10.004.155.925
Perangkat Daerah
aban keuangan
Jumlah Orang Sub Bag
Penyediaan Gaji dan  |yang Menerima Perencanaan, Kantor
02:02 ; Py OB - - 20 2.074.795.564 20 2.178.535.342 20 2.282.275.120 20 2.386.014.899 80 8.921.620.925
Tunjangan ASN Gaji dan Pelaporan, & Kecamatan
Tunjangan ASN Keuangan
Jumiah
Pelaksanaan Dokumen Sub Bag
02:02 Penatausahaan dan | P - Dok. - - 14 u3204.000( 14 261208500 14 73000 14 2608550 56 1.064.235,000| Perencanaan, | - Kanior
Pengujian/ Verifikasi  |dan Pengujian/ Pelaporan, & Kecamatan
Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan
Keuangan
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun dan Sub Bag
Penyusunan Laporan |Laporan Hasil Perencanaan, Kantor
02:02 Lap. - - 1 .050.000,00 1 .050.000,00 1 .050.000,00 .150.000;
Keuangan Akhir Tahun | Koordinasi P 8 ' 8 . 8 . 3 9 Pelaporan, & Kecamatan
SKPD Penyusunan Keuangan
Laporan Akhir

Tahun




Jumlah Laporan

Keuangan
Bulanan/
Triwulan/
i dan dan
Penyusunan Laporan ~ [Laporan Pe:'i:::an Kantor
02:02 Bulanan/ inasi Lap. - - 4 3.050.000,00 4 3.050.000,00 4 3.050.000,00 12 9.150.000] |
A Pelaporan, & Kecamatan
Triwulan/ Semesteran | Penyusunan Keuangan
SKPD Laporan o
Keuangan
Bulanan/
Triwulan/
Semesteran
Administrasi Barang ;m;r:lat;i:gan
02:03 Milik Dagerah pada Barag: Milk Laporan - - 4 12.300.000,00 4 12.300.000,00 4 12.300.000,00 12 36.900.000,00
Perangkat Daerah 9
Daerah
Jumlah
Pengamanan Barang | Dokumen Sub Bag. Umum Kantor
02:03 o Dok. - - 4 7.200.000,00 4 7.200.000,00 4 7.200.000,00 12 21.600.000,00 o Kecamatan
Milik Daerah SKPD | Pengamanan & Kepegawaian .
Bangsalsari
BMD
Jumlah Laporan
Pembinaan, Hasi "
Pengawasan, dan Pembinaan, Sub Bag. Umum Kantor
02:03 . Pengawasan, Lap. - - 4 2.700.000,00 4 2.700.000,00 4 2.700.000,00 12 8.100.000,00 - Kecamatan
Pengendalian Barang dan & Kepegawaian Bangsalsari
Milik Daerah di SKPD . a
Pengendalian
BMD
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan
F Laporan [R iliasi dan Sub Bag. Umum Kantor
02:03 " Lap. - - 4 2.400.000,00 4 2.400.000,00 4 2.400.000,00 12 7.200.000,00 - Kecamatan
Barang Milik Daerah | Penyusunan & Kepegawaian Bangsalsari
pada SKPD BMD 9
Administrasi Jumiah dokumen
02:06 Kepegawaian ke Dokumen - - 12 17.700.000,00 12 17.700.000,00 12 17.700.000,00 36 53.100.000,00
Perangkat Daerah .
kepegawaian
Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian  |Pakaian Dinas Sub Bag, Umum Kantor
02:05 Dinas beserta Afribut ~ |beserta Atribut Paket - - 1 10.500.000,00 1 10.500.000,00 1 10.500.000,00 3 31.500.000,00 . U Kecamatan
& Kepegawaian .
dan Kelengkapannya |dan Bangsalsari
Kelengkapannya
Jumlah
Pendataan dan Dokumen
Pengolahan Pendataan dan Sub Bag. Umum Kantor
02:05 ngoinan Dok. - - 12 7.200.000,00 12 7.200.000,00 12 7.200.000,00 36 21.600.000,00 - Kecamatan
Administrasi Pengolahan & Kepegawaian .
5 OV Bangsalsari
kepegawaian
Jumlah Laporan
02:06 Adminstsi Uum | Penyediaan Laporan - - 12 47.102.000,00 12 47.102000,00 12 47.102.000,00 3% 141.306.000,00
Perangkat Daerah Barang dan

Jasa




Jumlah Paket

. Komponen
re;\yledlasnthmmnen Instalasi Listrik/ Sub Bag. U Kantor
0206 ntaiasi Lstri Penerangan Paket - - 12 1.201.000,00 12 1.201.000,00 2 1.201.000,00 3 3,603.000,00 &”K a9 UMM |- o camatan
) angunan epegaaian Bangsalsari
Kantor
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan |Peralatan dan Sub Bag, Umum Kantor
02:08 dan Perlengkapan Perlengkapan Paket - - 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 36 7.200.000,00 < . Kecamatan
& Kepegawaian .
Kantor Kantor yang Bangsalsari
disediakan
Jumlah Paket Kantor
02:06 Penyediaan Peralatan |Peralatan Paket - - 12 1.201.00000 12 1.201.000,00 12 1.201.00000 3 3608.00000 | 30820 UMM - yotan
Rumah Tangga Rumah Tangga & Kepegawaian .
g Bangsalsari
yang Disediakan
Jumlah Paket Kantor
02:06 Penyediaan Bahan | Bahan Logisk Paet - - 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 % 15,000.00000 | 30820 UMM oian
Logistik Kantor Kantor yang & Kepegawaian .
o Bangsalsari
disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang  |Barang Cetkaan Sub Bag, Urnum Kantor
02:06 Cetakan dan dan Paket - - 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 36 12.000.000,00 9. .m Kecamatan
& Kepegawaian .
P F Bangsalsari
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan | Fasilitasi Sub Bag. Umum Kantor
02:06 . Lap. - - 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 36 36.000.000,00 o Kecamatan
Tamu Kunjungan & Kepegawaian .
Bangsalsari
Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Sub Bag. U Kantor
0206 Rapat Koordinasi dan |n Rapat Lap. - - 12 21.300,000,00 12 21:300.000,00 2 21.300.000,00 36 63.900.000,00 &"K 29 UMM o camatan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan epegawaian Bangsalsari
Konsultasi
Jumlah Laporan
Pengadaan
Pengadaan Barang  |Barang Milik
0207 Milk Daerah Daerah Laporan - - 2 170,000.000,00 2 10,000.000,00 2 10.000.000,00 6 190.000.000,00
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintah Daerah | Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Paket Sub Bag, Umum Kantor
02:07 Pengadaan Meubel ~ |Meubel yang Paket - - 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 12 30.000.000,00 < . Kecamatan
. & Kepegawaian .
Disediakan Bangsalsari
Jumlah unit Kantor
02:07 Pengadaan Peralatan | peratan dan unit - - 8 160.000.000,00 8 160.000.000,00 | 310828 UMMy ooopian
dan Mesin lainnya mesin lainnya & Kepegawaian Bangsalsari

yang disediakan




Jumlah laporan

. Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Penunian
0208 Penunjang Urusan |72 <019 | Laporan - - 12 281.011.200 12 341,886,960 12 355663720 12 30440480 48 1.348.002.360)
Pemerintah Daerah [ "
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa .Iumla!;.Lapgran Sub Bag. U Kantor
02:08 Komurikasi, Sumber ~[PoT/eCRaNIASA | 1 gp - - 12 50.575.000,00 12 50,575.000,00 12 50,575.000,00 % 151.725.000( 32 “2% ™M ocamatan
Daya Air, dan Listrik komunikas, & Kepegawaian Bangsalsari
Ve AT SDA, dan Listrik 9
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa penyediaan jasa Sub Bag. U Kantor
02:08 Peralatan dan peralatan dan Lap. - - 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 4 2000.00000 12 6.000.000( > 239 ST eecamatan
& Kepegawaian .
P Kantor Bangsalsari
kantor
Penyediaan Jasa Jz':lazi;?;iz Sub Bag, Umum Kantor
02:08 Pelayanan Umum penye ! Lap. - - 12 281.011.200] 12 289.311.960 12 303.088.720 12 316.865.480 48 1.190.277.360 < . Kecamatan
umum & Kepegawaian .
Kantor Bangsalsari
kantor
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang |Barang Milik
0209 ik Daereh Daerh Laporan - - 4 114638400 4 12037030| 4 126102200 4 131834160 16 492.945.120
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Daerah |Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumiah
Penyediaan Jasa Kendaraan
F I Biaya |F 9
Pemeliharaan, dan Dinas atau Sub Bag. U Kantor
02:09 Pajak Kendaraan |Kendaraan Unit - - 1 39.839.800) 1 41.831.790 1 43823780 1 45815770 4 171311.140| 310 B39 UMM ecamatan
. N & Kepegawaian .
Perorangan Dinas atau|Dinas Jabatan Bangsalsari
Dinas yang Dipelihara
Jabatan dan dibayarkan
pajaknya
Jumlah
Penyediaan Jasa Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya |Dinas
Pemeliharaan, dan Operasional Sub Bag. Umum Kantor
02:09 . ! Unit - - 1 27.208.600 1 28.569.030 1 29.929.460 1 31.289.890 4 116.996.980| o Kecamatan
Pajak Kendaraan atau Lapangan & Kepegawaian .
" L Bangsalsari
Dinas Operasional yang Dipelihara
atau Lapangan dan dibayarkan

pajaknya




Jumlah Gedung
Pemeliharaan/ Kantor dan

Kantor

.
7 1 1 02:09 9 Gedung B Unit - - - 1 47.590.000 1 49.969.500 1 52.349.000 1 54.728.500 4 204,637.000| SU0 B30 UMM vt
Kantor dan Bangunan |Lainnya yang & Kepegawaian .
N o Bangsalsari

Lainnya dipelihara/

direhabilitasi

NON RUTIN
SASARAN f : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
INDIKATOF : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Meningkatn
ya penataan
organisasi Jumlah
pemerintah Dokumen
daerah dan ':DLk:f:(T; Penataan
(i) e 2.RB Spganizast Dokumen - - - 4 2.202.622.000 4 4.256.419.355 4 4.256.419.355 4 4.256.419.355 16 14.971.880.065
penyelengg 3. ANJAB dan Tata
araan 4, Pelayanan Publik | Laksana
pemerintaha Pemerintah
ndan Daerah
pelayanan p
ublik.
Meningkatn
ya
Kepuasan
Masyarakat
dalam hal Indeks
Pelayanan Kepuasan Nilai [KM - - - 82 2.202.622.000 85 4.256.419.355 90 4.256.419.355 90 4.256.419.355 90 14.971.880.065
Publik yang Masyarakat
Merata dan
Berkualitas
di
Kecamatan
PROGRAM :s;e'e"ggmka
PENYELENGGARAA -
7 1 2 N PEMERINTAHAN zn“p:hyanan % - - - 8 1.039.133.800 85 1.112,677.419 %0 1.112,677.419 90 1.112.677.419 90 4.377.166.058
DAN PELAYANAN o
PUBLIK publik di tingkat
kecamatan
Persentase
Terselenggarany
Koordinasi a Kegiatan
7 1 2 02:01 P""”'.""gga’a;" el % = = = 0 1.017.500.000 0 1.089.961.929 % 1.089.961.929 100 1080961929 100 4.267.385.788
Tingkat Kecamatan  |n Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan




Jumiah

Dokumen
Peni Efektifitas | Peni
0201 Kegatan = |Efekfitas Dok - - 12 tomsoo| 12 1ol 12 10800619 12 10800619 48 4287385788 | SekSi | Kecamelan
Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan Bangsalsari
Tingkat Kecamatan | Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
Urusan yang
tidak
dilaksanakan
oleh Unit Kerja
di Wilayah
Kecamatan:
IFEEEIEED 1. Adrmindukcapi
Terselenggarany 2 SKM
Penyelenggara?n 2 Urus.an 3. Keterangan
Urusan Pemerintahan Pemen.mahan ANl Waris
yang Tidak yang Tidak 4. Dispensasi
02:02 Di oleh Unit | Di % - - 90 21.633.800 90 22.715.490 95 23.797.180 100 24.878.870 100 93.025.340 Nikah
Kerja Perangkat oleh Unit Kerja 5. Perizinan
Daerah yang Adadi | Perangkat
(IMB)
Kecamatan Daergh yang 6. Pengajuan
Ead Proposal
Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan
Peni Efektifitas i
P P Seksi Kecamatan
02:02 Pelayanan Kepada  |Pelayanan Lap. - - 12 21.633.800 12 22.715.490 12 23.797.180 12 24.878.870 48 93.025.340| Pelayananan .
: Bangsalsari
Masyarakat di kepada Umum
di
Wilayah
Kecamatan
1. Pendataan
Meningkatnya Persentase 2. Fasilitasi
Fasilitasi Fasilitasi Penerimaan
Kesejahteraan Kesejahteraan % - - 80 827.168.200 80 1.130.387.097 85 1.130.387.097 85 1.130.387.097 85 4.218.329.490 Bantuan
Masyarakat di masyarakat yang
Kecamatan dilaksanakan
Jumlah
]
yang
melaksanakan
pemberdayaan
PROGRAM (Pelatihan,
PEMBERDAYAAN | C2KUP" Pemberian
MASYARAKAT |Pemoerdayaan % = = 80 827.168.200 80 1.130.387.007 85 1.130.367.097 8 1.130.387.097 8 4218329490 Stimulan, )
DESA DAN esalcal dibagi dengan
KELURAHAN (Susha seluruh
desalkelurahan
Persentase yang
Persentase direncanakan
i Kegiatan terhadap yang
02:01 Kegiatan % - - 80 460.608.200 85 848.635.097 85 848.635.097 90 848.635.097 | 90 3.006.513.490; terealisasi
Pemberdayaan Desa
P

Desa




Jumlah Lembaga;

Peningkatan yang Seksi
z;::":j I:/Inasyarakal Berpartisipasi Pemberdayaan Kecamatan
02:01 | dalam Forum Lemb./ Desa - - 1" 8.375.000; 1" 98.635.097 1" 98.635.097 11 98.635.097 44 304.280.290 | Masyarakat dan .
Musyawarah . Bangsalsari
Musyawarah Kesejahteraan
Perencanaan )
. Perencanaan Sosial
Pembangunan di Desa )
Pembangunan di
Desa
Jumlah Laporan
Peni Efektifitas Pemn.g.katan Seksi
Kegiatan Kegiat Pemberdayaan Ke 1
02:01 Pemberdayaan egatan Lap. - - 12 a52233200( 12 750000000 12 750000000f 12 750000000 48 2.702.233.200| Masyarakat dan | | Mo
- Pemberdayaan . Bangsalsari
Masyarakat di Wilayah N Kesejahteraan
Kecamatan d Sosial
Wilayah
Kecamatan
Persentase
Peml?efdayaan 4 Jumlah Lembagal
G Ekonomitingkat
02.06 Keluarga Tingkat Kecalmtang - % = = 80 30.240.000 80 281.752.000 85 281.752.000 85 281.752.000 85 875.496.000,00
Kecamatandan |l
Kelurahan
kan
Jumlah Keluarga
yang Mengikuti
Peningkatan
Kesadaran‘ Keluarga Keluarga dalam
dalam Peningkatan "
o Peningkatan
Pendidikan dan Pendidikan d
02,06 Keterampien untuk |1 0 "ot % | feluarga - - 3 2000000 72 81752000 72 81752000 72 281752000 252 875.496.000,00
) Keterampilan
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yan, uniuk
¥ N yang Mewujudkan
Berkualitas dan
Berdaya Saing Sumber - Daya
Manusia  yang
dan
Berdaya Saing
Laporan yang
Persentase masuk dan
) Tingkat diindaklanjuti
Terjaganya Penyelesaian terhadap seluruh
ketertiban umum Laporan dan laporan yang
dan ketentraman Pelanggaran % - - 85 336.320.000 85 2.013.354.839 0 2.013.354.839 90 2.013.354.839 90 6.376.384.516 masuk
masyarakat di Ketertiban
Kecamatan Umum serta
Ketentaraman

Masyarakat




Persentase yang
Terlak direncanakan
PROGRAM ke' ad,sa",a"ya terhadap yang
KOORDINASI oordnas! {erealisasi
KETENTRAMAN ze‘e:“i’;r.’:" % - - 8 336,320,000 8 1.015.548.387 % 1.015.548.387 %0 1015548387 % 3.382.965.161
DAN KETERTIBAN |**" ede, . a[:‘"
UMUM umum di tingkat
kecamatan
Jumlah
desalkelurahan
yang
melaksanakan
Penerapan dan
Koordinasi Penerapan |Cakupan Penegakan
dan Penegakan Penerapan dan Peraturan
02:02 Peraturan Daerah dan |Penegakan % - - 85 336.320.000 85 500.000.000 0 500.000.000 90 500.000.000| 90 1.836.320.000 Daerah dibagi
Peraturan Kepala Peraturan dengan seluruh
Daerah Daerah desalkelurahan
Jumlah Laporan
Koordinasi/Siner
gi dengan
Koordinasi/Sinergi [P):rear:gkatn
dengan Perangkat Yang
Tugas dan
Daerah yang Tugas " .
: : Fungsinya di Seksi
dan Fungsinya di Bid Ketent K 1
02:02 Bidang Penegakan |09 Lap. - - 13 336.320.000 13 500.000.000 13 500.000.000 13 500.000.000 39 1.500.000.000,00 | FCtentraman | - fecamatan
Penegakan dan Ketertiban | Bangsalsari
Peraturan Perundang-
Peraturan Umum
Undangan dan/atau
L Perundang-
Kepolisian Negara
) Undangan
Republik Indonesia
dan/atau
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Jumlah
desalkelurahan
yang
melaksanakan
Penyelenggaraa
n Ketentraman
_ Cakupan dan Ketertiban
ﬁﬁrdll’:fl :;Ynd Penyelenggaraa Umum dibagi
07:03 yelengg n Ketentraman % - - 100 515.548.387,10 100 515.548.387,10 100 515.548.387,10 100 1546.645.161 dengan seluruh
Ketentraman dan i desalkelurahan
E dan Ketertiban
Ketertiban Umum Umnum




Jumlah Laporan
Hasil Sinergitas

- dengan
Sinergitas dengan i
Kepo?isian Negara Kepoliian
" ) Negara Republik Seksi
Republk Indonesia, |, e Ketentraman | Kecamatan
07:03 Tentara Nasional ! Lap. - - 12 257.774.193,55 12 257.774.193,55 12 257.774.193,55 36 773.322.580,65 " .
N . | Tentara dan Ketertiban |  Bangsalsari
|ndqnes@ dan Instansi Nasional Umum
Vertikal di Wilayah Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
L H isasi Seksi
. Hubungan dengan Hubungan Ketentraman Kecamatan
07:03 Tokoh Agama dan dongan Tokoh Lap. - - 12 257.774.193,55 12 257.774.193,55 12 257.774.193,55 36 773.322.580,65 dan Ketertban | - Bangsalsar
Tokoh Masyarakat Agama dan Umum
Tokoh
Masyarakat
Jumlah
Tersel Pendelegasian
::3;;ER:\E':IGGARM azrs:;rn'ggara"y ;ulgis yanl?
) laksanakan
N PEMERINTAHAN E::L\:?::a.r?:ankm % - - 80 997.806.451,61 85 997.806.451,61 90 997.806.451,61 90 2.993.419.355 dibagi seluruh
umum Kecamatanng Tugas yang
didelegasikan
Penyelenggaraan Jumlah
Urusan Pemerintahan | Penugasan
02:01 Umum Sesuai Urusan Tugas - - 12 997.806.451,61 12 997.806.451,61 12 997.806.451,61 36 2.993.419.355
Penugasan Kepala Pemerintahan
Daerah Umum
Jumlah Laporan
F Konik g‘g"gim?m
0201 Sosil Sesual Sesuai Lap. - - 12 332602.150,54 12 332.602.150,54 12 332602.150,54 % soraedster | o 5% Kecandtan
Ketentuan Peraturan Pemerintahan Bangsalsari
Perundang-Undangan Ketentuan
Perundang-
Undangan
Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan Semua | Semua Urusan
Urusan Pemerintahan | Pemerintahan
yang Bukan yang bukan
0201 P Dok, - - 12 33260215054 12 332.602.150,54 12 332.602.150,54 % sorapdster | o 5% Kecanetan
Daerah Pemerintahan Bangsalsari
dan Tidak Daerah dan
Dilaksanakan oleh Tidak
Instansi Vertikal Dilaksanakan
oleh Instansi

Vertikal




02:01

Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan

Jumiah
Dokumen Tugas
Forum
Koordinasi

Pimpinan di Kec.
Bangsalsari

Dok.

12 332.602.150,54

12

332.602.150,54

12

332.602.150,54

36

Seksi Kecamatan
997.806.451,61 Pemerintahan | Bangsalsari

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196611071988091001

Jember, 17 April 2023

CAMAT BANGSALSARI

Drs. BASUKIK
Penata Tk.I
NIP. 196706241988031002



